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Abstract

This study aims to determine the level of disclosure compliance with Indonesia Accounting Standard (PSAK)
convergence to International Financial Reporting Standards (IFRS) in manufacture companies in 2011-2012.
Furthermore, this study aims to determine the effect of the structure of corporate governance (CG), ownership
structure and company characteristics to the level of disclosure compliance with Indonesia Accounting
Standards convergence to IFRS. Structure of corporate governance is measured by proportion of independent
commissioner and audit committee. While ownership structures are measured by ownership concentration,
international ownership and institutional ownership. Company characteristics are measured by size of the
company, profitability and leverage. These results indicate that the level of disclosure compliance with
Indonesia Accounting Standards convergence to IFRS in the manufacture companies is 80.33%. The multiple
regression test showed that structure of corporate governance variables that affect compliance is the
proportion of independent commissioner, the number of audit committee, ownership concentration,
international ownership, institutional ownership, profitability and leverage had no effect on the level of
disclosure compliance with Indonesia Accounting Standards convergence to IFRS. While the variable, namely
size of the company had effect on the level of disclosure compliance. The regression also showed that the
variable had R? = 0.109. it means that the independent variable only influence the dependent variable for
10.9%.
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PENDAHULUAN disyaratkan oleh IFRS. 1Al (lkatan Akuntan
Globalisasi pasar modal meningkatkan Indonesia) sebagai badan pembuat standar di
kebutuhan keseragaman pemahaman pelaporan Indonesia  telah  mencanangkan  program
keuangan. IASC, (International Accounting konvergensi  PSAK  (Pernyataan  Standar
Standard Committe) sebagai dewan pembuat Akuntansi Keuangan) ke IFRS secara bertahap.
standar, telah memulai gagasan standar akuntansi Peralihan standar akuntansi keuangan menjadi
global semenjak tahun 1973 — 2000 yang dikenal PSAK berbasis IFRS telah dimulai semenjak tahun
dengan IAS (International Accounting Standard). 2004 dan rampung pada tahun 2011. Saat ini
Estafet ini kemudian dialihkan kepada IASB seluruh PSAK secara signifikan telah sesuai
(International Accounting Standard Board) pada dengan IFRS versi 1 Januari 2009 (l1Al, 2012).
tahun 2001. IASB mengadopsi seluruh IAS dan Implementasi secara penuh diharapkan telah
memperkenalkan standar akuntansi baru dengan dimulai oleh perusahaan terdaftar di pasar modal
nama IFRS atau International Financial Reporting Indonesia pada 1 Januari 2012.
Standards (Ball, 2006). IFRS sebagai standar Program konvergensi IFRS ke dalam PSAK
akuntansi global diterima dan didukung lebih dari Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat
120 negara dan badan internasional dunia (lAl, bagi perusahaan-perusahaan sektor privat di
2012).  Indonesia sebagai anggota G-20 sepakat Indonesia. PSAK berbasis IFRS diharapkan
untuk melakukan konvergensi standar akuntansi mampu  mengurangi  hambatan  investasi,
keuangan dengan standar akuntansi yang meningkatkan transparansi perusahaan,
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mengurangi biaya terkait dengan penyusunan
laporan keuangan dan mengurangi biaya modal
perusahaan (Ball, 2006 dan IAl, 2012). Hal ini
dikarenakan IFRS memiliki karakteristik yang
tercermin dari prinsip dan standar yang digunakan.
IFRS bersifat prinsip, banyak menggunakan nilai
wajar, memerlukan pertimbangan profesional, dan
mesyaratkan pengungkapan yang tinggi dari
perusahaan (l1Al, 2012).

Setiap tahunnya, perusahaan
menginformasikan segala bentuk aktivitas dan
hasil perusahaan yang tercermin dalam laporan
keuangan. Salah satu bentuk informasi yang
diberikan perusahaan adalah pengungkapan
(disclosures). Pengungkapan yang diberikan
perusahaan memberikan nilai  positif bagi
perusahaan. Dengan pengungkapan yang tinggi,
masalah informasi asimetris dan konflik agensi
antara manajemen dan investor dapat dijembatani
(Healy & Palepu, 2001). Perusahaan juga dapat
mengurangi biaya modal dan meningkatkan arus
kas masuk dari investor (Hassan & Marston,
2010).

Karakteristik IFRS mensyaratkan perusahaan
untuk melakukan pengungkapan yang tinggi. Hal
ini sejalan dengan tujuan IFRS vyaitu untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
perusahaan. Dengan persyaratan pengungkapan
yang tinggi, perusahaan akan memberikan
informasi secara penuh mengenai
aktifitas-aktifitas perusahaan yang bermanfaat
bagi pengambilan keputusan oleh pemangku
kepentingan. Tingkat pengungkapan dalam IFRS
adalah komponen penting yang menunjukkan
kualitas pelaporan keuangan (Morris et al, 2012).
Daske & Gebhardt (2006) menemukan bahwa
kualitas  pengungkapan  meningkat  secara
signifikan seiring adopsi IFRS di Austria, Jerman,
dan Switzerland. Sementara Aksu (2006)
menemukan bahwa terdapat peningkatan nilai
transparansi dan nilai pengungkapan yang semakin
tinggi seiring adopsi IFRS di perusahaan terdaftar
di Turki.

Di Indonesia masalah pengungkapan menjadi
isu penting. Studi menunjukkan bahwa tingkat
pengungkapan dan kualitas pengungkapan di
negara dengan pasar modal berkembang

cenderung lebih lemah daripada negara dengan
pasar modal yang maju (Choi & Meek, 2008).
Studi tentang opacity, lawan kata dari transparansi,
menempatkan Indonesia sebagai negara dengan
pasar modal berkembang di urutan 32 dari 35
negara yang diteliti (Choi & Meek, 2008). Lebih
lanjut, studi lainya menunjukkan bahwa Indonesia
hanya mengungkapan 52% item pengungkapan,
lebih rendah dari jumlah pengungkapan yang
diberikan perusahaan-perusahaan di Asia, seperti
Singapura (74%), Malaysia (73%) dan Filipina
(68%) (Craig & Diga, 1998). Studi di atas
menunjukkan bahwa Indonesia bermasalah
dengan transparansi yang seharusnya dapat
didukung dengan pengungkapan yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan
Pengelola Pasar Modal (Bapepam) merupakan
regulator pasar modal di Indonesia. Dalam
kaitannya dengan konvergensi IFRS dalam PSAK,
maka Bapepam mengeluarkan peraturan baru,
nomor: KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan emiten atau
perusahaan publik (Bapepam, 2012). Peraturan ini
akan memberikan kepastian hukum bagi emiten
dan perusahaan publik dalam penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan. Diharapkan
dengan peraturan ini, perusahaan terdaftar di
Indonesia akan memenuhi regulitas pasar modal
terkait dengan pengungkapan PSAK berbasis
IFRS yang diharapkan terlaksana 1 Januari 2012
ini.

PSAK berbasis IFRS tidak menjadi jaminan
bahwa perusahaan akan melakukan pengungkapan
yang tinggi. Ball (2006) menyatakan bahwa IFRS
dalam  praktiknya  mungkin  saja  tidak
menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi,
dikarenakan perbedaan sistem hukum dan
karakteristik ~ regulasi lainnya. Untuk itu
diperlakukan sistem institusional yaitu tata kelola
perusahaan yang memonitor dan mengelola
perusahaan. Tata kelola  perusahaan dapat
membantu menjamin pengungkapan informasi
yang memadai oleh perusahaan (Akhtaruddin et al,
2009). Kemudian Kent & Stewart (2008) meneliti
tentang hubungan tingkat pengungkapan IFRS dan
kualitas tata kelola pada perusahaan terdaftar di
Australia dan menemukan hubungan positif
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diantara dua variabel ini. Penelitian lain juga
dilakukan oleh Verriest et al (2010) dan
Tsalavoutas (2010) yang menemukan bahwa
perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang
kuat mengungkapkan standar IFRS yang lebih
ekstensif dan spesifik.

Struktur kepemilikan juga mempengaruhi
tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan
(Barako, 2007). Struktur kepemilikan sesuai
dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa
terdapat perbedaaan antara kepemilikan dan
kontrol yang melibatkan dua pihak yaitu
manajemen dan pemegang saham. Pengungkapan
yang tinggi dapat menjembatani konflik antara dua
pihak ini, dikarenakan manajer memberikan
informasi  seluas-luasnya  tentang  aktifitas
perusahaan yang dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan oleh investor. Utami dkk (2012)
menemukan bahwa kepemilikan institusional
mempengaruhi tingkat pengungkapan konvergensi
IFRS di perusahaan terdaftar di Indonesia.

Selain tata kelola perusahaan, karakteristik
perusahaan  juga  mempengaruhi  tingkat
pengungkapan IFRS yang diberikan oleh
perusahaan (Al Mutawwa, 2010). Fekete et al
(2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan
jenis industri berhubungan secara statistik dengan
persyaratan pengungkapan IFRS di Hungaria.
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Al
Mutawaa (2010) bahwa ukuran perusahaan dan
jenis industri memiliki hubungan positif dengan
pengungkapan IAS/IFRS. Karakteristik
perusahaan lain diteliti oleh Omar (2012) yang
menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh
positif terhadap tingkat pengungkapan IFRS di
pasar modal Bahrain.

Penelitian mengenai jumlah pengungkapan
IFRS merupakan Kkajian yang menarik untuk
diteliti di Indonesia. Beberapa PSAK berbasis
IFRS telah diimplementasikan oleh perusahaan
semenjak tahun 2009 dan implementasi penuh
diterapkan pada 1 Januari 2012. Karakteristik
IFRS mensyaratkan perusahaan untuk
memberikan pengungkapan yang tinggi pada
laporan keuangan, namun beberapa studi
menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang
dalam jumlah pengungkapan. Beberapa penelitian
terkait dengan jumlah pengungkapan IFRS telah
dilakukan oleh: Tsalavoutas et al. (2008) di
Yunani; Al-Akra et al. (2010) di Yordania; Kent &

Stewart (2008) di Australia, Lopes & Rodrigues
(2010) di Portugis dan lainnya. Di Indonesia
sendiri, penelitian tentang pengungkapan dan
konvergensi IFRS telah dilakukan oleh
Prawinandi dkk (2012) dan Utami dkk (2012).
Penelitian  ini  membahas tentang jumlah
pengungkapan PSAK berbasis IFRS dengan
kaitannya dengan tata kelola perusahaan, struktur
kepemilikan dan karakteristik perusahaan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI untuk laporan
tahunan 2011 dan 2012.

TELAAH LITERATUR
1. Pengungkapan Dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan

Setiap tahunnya, perusahaan
menginformasikan segala bentuk aktivitas dan
hasil perusahaan yang tercermin dalam laporan
keuangan. Salah satu bentuk informasi yang
diberikan perusahaan adalah pengungkapan
(disclosures). Gibbins et al (1990) dalam Hassan
& Marston (2010) menjelaskan  bahwa
pengungkapan berisikan informasi keuangan dan
non-keuangan, yang disajikan dalam bentuk angka
atau kualitatif, diwajibkan atau sukarela, dan
disampaikan secara formal atau informal.
Pengungkapan sebagai bentuk transparansi
perusahaan dibutuhkan agar investor luar dan
pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh
informasi seluas-luasnya mengenai
aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan
penyajian laporan keuangan (I1Al, 2012),
pengungkapan dalam catatan laporan keuangan
merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan menyediakan
sejumlah informasi tambahan yang signifikan
mengenai item-item yang terdapat dalam laporan
keuangan. Umumnya, catatan atas laporan
keuangan  mengungkapkan informasi  yang
menjelaskan, mengklarifikasi, atau
mengembangkan item-item yang muncul dalam
laporan keuangan (Schroeder et al, 2009).
Pengungkapan mengenai PSAK berbasis IFRS
dapat ditemukan di dalam laporan keuangan
perusahaan (Schroeder et al, 2009), lebih
lengkapnya dapat dilihat dari catatan atas laporan
keuangan perusahaan. Dalam catatan atas laporan
keuangan, perusahaan memperlihatkan bagaimana
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pengaruh PSAK berbasis IFRS terhadap item-item
keuangan perusahaan.

2. Pengembangan Hipotesis
a. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan
mekanisme pengawasan yang efektif karena
independensinya terhadap manajemen. Hal ini
juga sesuai dengan teori agensi yang memandang
pengawasan terhadap tindakan manajemen
diperlukan oleh perusahaan. Dalam teori agensi,
kehadiran komisaris independen dalam dewan
direktur perusahaan berkontribusi mengurangi
konflik kepentingan antara pemegang saham dan
direktur perusahaan (Khodadi, 2010). Lebih lanjut,
komisaris  independen  dipandang  sebagai
mekanisme untuk mengawasi dan mengendalikan
tindakan manajemen  untuk  melindungi
kepentingan pemegang saham (Adilah et al, 2010).
Cheng dan Courteney (2004) dan Verriest et al
(2010) menemukan bahwa semakin tinggi jumlah
komisaris independen perusahaan, semakin tinggi
tingkat pengungkapan sukarelanya. Terkait
dengan konvergensi IFRS, kehadiran komisaris
independen  dapat  meningkatkan  jumlah
pengungkapan konvergensi IFRS yang diberikan
perusahaan. Ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Haniffa & Cooke (2000), Cheng &
Courteney (2004), Verriest & Thornton (2010),
Adilah et al (2010), Khodadadi (2012) dan Samaha
(2012) menemukan adanya hubungan positif
antara jumlah komisaris independen terhadap
tingkat pengungkapan perusahaan. Hipotesis
dalam penelitian ini adalah:
H1 :  Proporsi  komisaris  independen
berpengaruh  positif  terhadap  jumlah
pengungkapan konvergensi IFRS

b. Jumlah Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris
untuk memastikan bahwa (i) laporan keuangan
disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur
pengendalian internal perusahaan dilaksanakan
dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal
maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan
standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut

temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
Komite audit mengindikasikan  komitmen
perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang
baik dan kualitas pelaporan keuangan (Kent &
Stewart, 2008). Barako (2006) dan Yuen et al
(2010) menemukan hubungan positif antara
keberadaan komite audit dengan tata kelola
perusahaan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab
komite audit meliputi sistem pengendalian internal
yang merupakan mekanisme penting dalam
peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan
juga memastikan kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan manajemen. Untuk itu dalam
mencapai tujuannya, komite audit memastikan
bahwa manajemen telah memperoleh informasi
yang baik tentang keputusan perusahaan terkait
dengan kebijakan akuntansi, praktik dan
pengungkapannya (Yuen et al, 2010).

Komite audit adalah mekanisme yang penting
untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan
mendorong manajemen mengungkapkan lebih
banyak informasi. Oleh karena itu, terdapat
hubungan yang positif antara jumlah komite audit
dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan
perusahaan. Verriest (2010) menemukan bahwa
keefektifan komite audit berhubungan signifikan
positif terhadap jumlah pegungkapan standar IFRS
di Eropa. Sementara Kent & Stewart (2008)
menemukan bahwa audit komite yang sedikit
malah akan meningkatkan jumlah pengungkapan
IFRS. Hal ini dikarenakan, perusahaan-perusahaan
di Australia sangat tergantung pada mekanisme
tata kelola lain, yaitu auditor eksternal. Hipotesis
yang dikembangkan adalah:

H2 : Komite audit berpengaruh positif
terhadap jumlah pengungkapan konvergensi
IFRS

c. Konsentrasi Kepemilikan

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi
jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian
kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang
saham tersebut memiliki jumlah saham yang
relatif dominan dibandingkan lainnya (Dallas,
2004 dalam Nuryaman. 2009). Konsentrasi
kepemilikan (ownership concentration) mungkin
menyebabkan potensi permasalahan agensi yang
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tinggi (Jensen and Meckling, 1976). Pemilik
saham pengendali dan manajemen mungkin
memperoleh keuntungan atas aktivitas perusahaan,
seperti; dana pensiun atau personal benefit.
Dengan tingkat struktur kepemilikan yang
terkonsentrasi, kompensasi manajer akan bersifat
negatif atau positif akan tergantung Kinerja
perusahaan (Jiang et al dalam Yuen et al, 2009).
Bagaimanapun dengan pemilik sebagai pemegang
saham utama, akan menyebabkan konflik antara
manajemen dengan pemegang saham luar. Dengan
kata lain perusahaan yang terkonsentrasi pada
pemilik akan memiliki pengendalian yang lebih
besar terhadap pemegang saham minoritas.
Pemegang saham pengendali akan cenderung
kurang independen dalam transparansi dan
pengungkapan informasi, dikarenakan mereka
dapat memperoleh langsung informasi dengan cara
informal. Barako et al (2007) menemukan bahwa
terdapat hubungan antara konsentrasi kepemilikan
dan tingkat pengungkapan sukarela di Kenya.
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang
dikembangkan adalah:

H3 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh
negatif terhadap jumlah pengungkapan
konvergensi IFRS

d. Kepemilikan oleh Pemegang Saham Asing
Barako (2007) menemukan hubungan yang
positif antara proporsi kepemilikan asing dengan
tingkat pengungkapan sukarela di Kenya. Hal ini
dikarenakan adanya kebutuhan yang besar dari
pemilik asing untuk mengawasi manajemen
dengan tingkat pengungkapan yang diberikannya.
Dengan kata lain, jumlah informasi yang
diungkapkan manajemen akan sangat bermanfaat
bagi investor asing dalam memonitor kinerja
manajemen. Lopes & Rodrigues (2010)
menyatakan bahwa semakin bersifat internasional
suatu perusahaan maka semakin banyak informasi
yang diungkapkan perusahaan kepada pemangku
kepentingannya (pemegang saham, pemerintah
atau konsumen) untuk memperlihatkan bahwa
mereka telah mengelola perusahaan dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang
dikembangkan adalah:
H4 : Proporsi kepemilikan oleh pemegang
saham asing berpengaruh positif terhadap
jumlah pengungkapan konvergensi IFRS

e. Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham

Institusional

Posisi investor institusional dalam tata kelola
perusahaan memegang peranan penting. Dalam
kerangka teori, investor institusional menunjukkan
mekanisme lain dalam tata kelola perusahaan yang
kuat untuk bertindak sebagai pengawas
manajemen perusahaan (Khodadadi, 2010). Ini
dikarenakan karena mereka dapat mempengaruhi
manajemen atau mengkoordinasikan kepentingan
kelompok pemegang saham. Kepemilikan
institusional ~ adalah ~ kepemilikan ~ saham
perusahaan oleh investor institusional yang
merupakan pihak luar perusahaan yang
bersangkutan. Terkait dengan monitoring effect
theory, dimana adanya suatu mekanisme
pemantauan dari luar perusahaan, investor
institusional akan melakukan pengawasan yang
lebih besar kepada manajemen (Ting dan Huang,
2009). Menurut Shleifer dan Vishny (1997)
pemilik saham besar dapat melakukan pengawasan
yang lebih baik karena memperoleh informasi dari
manajemen serta mempunyai hak suara untuk
menekan manajemen. Dengan kepemilikan saham
yang besar, investor institusional memiliki insentif
yang kuat untuk memantau praktik pengungkapan
perusahaan. Dengan demikian, manajer dapat
mengungkapkan secara sukarela informasi untuk
memenuhi harapan pemegang saham besar. Hal ini
sejalan dengan penelitian Utami dkk (2012) yang
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional
berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan
konvergensi IFRS perusahaan Indonesia
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang
dikembangkan adalah:
H5 : Proporsi kepemilikan oleh pemegang
saham institusional berpengaruh  positif
terhadap jumlah pengungkapan konvergensi

f.  Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menandakan besar atau
kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat
diproksikan dengan aktiva, jumlah karyawan,
kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya. Perusahaan
yang memiliki ukuran besar cenderung memiliki
hubungan yang kompleks dengan para pemangku
kepentingannya (Natalia & Zulaikha, 2012). Hal
ini disebabkan karena jenis, jumlah dan
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kepentingan  setiap pemangku  kepentingan
berbeda. Oleh karena itu, perusahaan hendaklah
menyediakan informasi-informasi yang membantu
mereka dalam pengambilan keputusan. Sesuai
dengan teori biaya politik (political cost theory),
perusahaan dengan ukuran besar memiliki biaya
politik yang tinggi, sehingga diharapkan
memberikan pengungkapan informasi yang lebih
banyak (Lopes and Rodrigues, 2010).Selain itu,
ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan
juga berkaitan dengan teori agensi (agency
theory). Untuk itu, pengungkapan akan
menjembatani informasi asimetris dan mengurangi
biaya keagenan suatu perusahaan.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan
dengan ukuran perusahaan terhadap tingkat
pengungkapan. Omar (2012) menemukan bahwa
ukuran  perusahaan mempengaruhi  tingkat
pengungkapan di pasar modal Bahrain. Penelitian
dengan hasil yang sama juga ditunjukkan oleh
Barako (2007) dan Ahmad & Primastuti (2012).
Akan tetapi Natalia & Zulaikha (2012) dan
Pramono (2011) tidak menemukan pengaruh
ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan
perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis
yang dikembangkan adalah:

H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif
terhadap jumlah pengungkapan konvergensi
IFRS

g. Tingkat Profitabilitas Perusahaan
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba atau profit. Menurut
teori sinyal (signalling theory), informasi dalam
laporan keuangan dapat mengirimkan sinyal ke
pasar (Ross, 1977). Informasi yang diungkapkan
oleh manajer ke pasar dapat mengurangi informasi
asimetri dan akan diinterpretasikan sebagai sinyal
baik oleh pasar (Lopez & Rodrigues, 2010). Salah
satu bentuk sinyal positif adalah profitabilitas
perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang
tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih
banyak informasi untuk mendukung kelangsungan
perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya
profitabilitas  perusahaan, akan  membuka
kesempatan perusahaan untuk mendapatkan
sumber pendanaan yang lebih banyak untuk

aktivitas bisnisnya. Sumber pendanaan yang
banyak ditandai dengan semakin meningkatnya
jumlah dan jenis pemangku kepentingan, sehingga
perusahaan perlu memperhatikan pengungkapan
informasi yang dilakukannya. Sesuai dengan teori
agensi, pihak luar mengamanatkan sejumlah dana
kepada manajemen perusahaan untuk digunakan
dalam bisnis. Bagaimanapun pihak luar tidak ikut
mengelola perusahaan, sehingga perusahaan perlu
mengungkapkan informasi  sebagai  bentuk
tanggung jawab mereka atas dana Yyang
diinvestasikan. Dengan demikian, kenaikan
profitabilitas akan  meningkatkan  jumlah
pengungkapan informasi  yang  diberikan
perusahaan (Barakao, 2007). Kemudian
Kusumawati (2007) menemukan bahwa terdapat
hubungan negatif antara profitabilitas dan tingkat
pengungkapan tata kelola di Indonesia. Ini
dikarenakan, perusahaan cenderung
mengungkapkan tata kelola ketika menghadapi
penurunan profitabilitas. Penelitian lainnya
menunjukkan tidak terdapatnya hubungan antara
tingkat profitabilitas terhadap tingkat
pengungkapan ditunjukkan oleh Fekete (2008),
Prawinandi (2012), Utami (2012), dan Omar
(2012). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang
dikembangkan adalah:

H7 : Tingkat profitabilitas Perusahaan
berpengaruh  positif ~ terhadap  jumlah
pengungkapan konvergensi IFRS

h. Tingkat Leverage Perusahaaan

Leverage merupakan proporsi penggunaan
hutang yang digunakan perusahaan untuk
membiayai investasinya. Menurut Jensen &
Meckling  (1976) konflik agensi timbul
dikarenakan adanya pemegang hutang
(bondholders) dalam struktur modal perusahaan.
Tingkat leverage yang tinggi menyebabkan biaya
pengawasan (monitoring cost) menjadi tinggi,
sehingga perusahaan perlu mengungkapkan
informasi lebih luas untuk memenuhi kebutuhan
kreditur. Menurut Ahmed (1994) dalam Barako
(2007), negara yang menggunakan institusi
keuangan sebagai sumber modal utamanya, yang
ditunjukkan dengan jumlah hutang di laporan
poisisi keuangannya, akan mengungkapkan
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informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya.
Lebih lanjut, perusahaan jenis ini cenderung
mengungkapkan informasi secara detail untuk
meningkatkan kesempatan mereka memperoleh
dana dari institusi  keuangan.  Dengan
mengungkapkan  lebih  banyak informasi,
perusahaan dapat menjaga dan meningkatkan
kepercayaan kreditur dan pemangku kepentingan
lainnya. Beberapa penelitian menemukan tingkat
leverage mempengaruhi tingkat pengungkapan
yang diberikan perusahaan (Barako, 2007). Akan
tetapi penelitian lainnya tidak menemukan
hubungan antara leverage dan tingkat
pengungkapan (Fekete, 2008: Omar, 2012;
Wardani, dkk, 2012; Utami, 2012). Leverage
yang tinggi akan cenderung mengungkapkan lebih
banyak informasi untuk  menjaga dan
meningkatkan kepercayaan dari kreditur dan
pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan
uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan
adalah:

H8 : Tingkat leverage perusahaan
berpengaruh  positif  terhadap  jumlah
pengungkapan konvergensi IFRS

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian
hipotesis (hypotesis testing). Menurut Sekaran &
Bougie (2010), pengujian hipotesis biasanya
menjelaskan  hubungan  atau  membangun
perbedaan antara  kelompok, atau tidak
berhubungannya dua atau lebih faktor dalam suatu
situasi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011 dan 2012. Penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling. Sampel
diperoleh dengan cara membentuk beberapa
kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, agar sampel
memenuhi persyaratan yang diinginkan. Setelah
dilakukan penentuan sampel dari populasi yang
ada, maka diperoleh sampel sebanyak 62
perusahaan manufaktur yang telah ditentukan dari
130 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

3. Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder,
yaitu laporan tahunan yang diperoleh dari Bursa
Efek Indonesia dan dari masing-masing web-site
perusahaan pada periode 2011 dan 2012. Metode
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan
dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan data-data
tentang perusahaan yang menjadi sampel
penelitian melalui fasilitas internet dengan
mengakses situs BEI dari situs masing—masing
perusahaan sampel.

4. Variabel Penelitian
a. Variabel Dependen (Jumlah Pengungkapan

PSAK Berbasis IFRS)

Untuk menentukan jumlah pengungkapan,
penelitian ini, menggunakan indeks pengungkapan
(e.g. Lopes and Rodrigues, 2010 &
Prihatiningtyas, 2012) untuk melihat kesesuaian
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang
diberikan perusahaan dengan yang disyaratkan
oleh PSAK berbasis IFRS. Menurut Hassan &
Marston (2010), indeks pengungkapan adalah
instrumen penelitian yang bertujuan untuk
mengukur sejauh  mana informasi tentang
item-item tertentu dilaporkan dalam bentuk
pengungkapan yang dilakukan entitas.

Dalam penelitian ini indeks pengungkapan
didasarkan pada informasi yang disediakan
perusahan di laporan tahunan, khususnya laporan
keuangan dan catatan atas laporan keuangan
perusahaan. Tujuan indeks pengungkapan ini
adalah untuk menentukan jumlah pengungkapan
item-item tertentu dalam laporan tahunan
perusahaan dibandingkan dengan item-item
pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK)
2012. Adapun rincian item pengungkapan dan
rincian jumlah item dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Item Pengungkapan PSAK
Berbasis IFRS

No Nomor IAS/IFRS Tgl Jih

©c Zz

1. | PSAK | IAS 2 (Inventories) 1 Jan | 8
14 2009

2. | PSAK | IAS 16 (Properti, | 1 Jan | 23
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16 Plant and Equipment) | 2012 kepemilikan | pemilik saham terbesar (>5%) dibagi
3. | PSAK | IAS 17 (Leasing) 1 Jan |32 dengan jumlah saham beredar
30 2012 Proporsi Persentase saham yang dimiliki
4. | PSAK | IAS 40 (Investment |1 Jan | 39 kepemilikan | pihak asing dibagi dengan jumlah
13 Properti) 2012 saham oleh | saham beredar
Sumber: 1Al (2012) pihak asing
Untuk mengukur indeks pengungkapan, Proporsi Persentase saham yang dimiliki
desain variabel dependen dalam penelitian ini kepemilikan | invetsor institusional dibagi dengan
menggunakan metode  Partial  complience saham oleh | jumlah saham beredar
Weighted (PC  Weighted) vyaitu dengan pemegang
menjumlahkan item yang diungkapkan perusahaan sahm
kemudian membagi hasilnya dengan total item institusional

yang applicable atau sesuai dalam perusahaan
(Tsalavoutas, 2008). Pengukuran dengan cara ini
mengukur jumlah pengungkapan dengan cara
memberi skor 1 untuk item yang diungkapkan;
skor 0 pada item yang tidak diungkapkan; dan NA
(Not Applicable) pada item yang tidak dapat

diterapkan pada perusahaan tersebut
(Al-Mutawaa, 2010).
a=b x100%

c
Dimana:

a = persentase jumlah pengungkapan wajib PSAK
berbasis IFRS yang diungkapkan perusahaan
manufaktur B pada tahun Y

b = Jumlah pengungkapan wajib PSAK berbasis
IFRS yang diungkapkan perusahaan manufaktur B
pada tahun Y

¢ = Jumlah pengungkapan wajib PSAK berbasis
IFRS vyang harus diungkapkan perusahaan
manufaktur B pada tahun Y

b.  Variabel Independen

Sumber: data diolah dari beberapa penelitian
terdahulu

c. Variabel Kontrol
Tabel 1.3
Variabel Kontrol dan Pengukuran Variabel

Karakteristik Perusahaan

Ukuran LN total aset

perusahaan

Tingkat ROA = net profit x 100%
profitabilitas Total aset
perusahan

Tingkat Lev = Total hutang x 100%
leverage Total aset
perusahaan

Tabel 1.2
Variabel Independen dan Pengukuran
Variabel
Variabel Pengukuran Variabel
Independen
Tata Kelola Perusahaan
Proporsi Persentase jumlah komisaris
komisaris independen dibagi dengan jumlah
independen komisaris dalam dewan komisaris.
Jumlah Persentase jumlah anggota dalam
komite audit | komite audit
Struktur Kepemilikan
Konsentrasi | Persentase saham yang dimiliki oleh

Sumber: data diolah dari beberapa penelitian
terdahulu

5. Teknik Analisis Data
a. Content Analysis

Analisis konten digunakan untuk menjawab
perumusan masalah satu, yaitu untuk mengetahui
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang
diberikan perusahaan. Menurut Kolbe and Burnet
(1991) dalam Sekaran dan Bougie (2010), analisis
konten adalah metode riset observasi yang
digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis
konten vyang bersifat simbol dari semua
komunikasi tercatat, seperti: koran, website, iklan,
catatan, dan lainnya. Metode konten analisis
memungkinkan peneliti  untuk  menganalisis
sejumlah informasi tercatat dan mengidentifikasi
secara sistematis properti-propertinya, seperti:
kata, konsep, karakter dan lainnya.
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b. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik memberikan informasi
umum mengenai data yang akan diuji dalam
penelitian ini. Analisis statistik digunakan untuk
menjawab perumusan masalah yang berkaitan
dengan pengujian hipotesis, yaitu untuk melihat
pengaruh proporsi komisaris independen, jumlah
komite  audit, konsentrasi kepemilikan,
kepemilikan saham asing, kepemilikan saham
institusional,  ukuran  perusahaan, tingkat
profitabilitas dan tingkat leverage terhadap jumlah
pengungkapan PSAK berbasis IFRS.

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode
regresi liniar berganda untuk mengetahui pengaruh
variabel-variabel yang terkait dalam penelitian.
Agar model analisis regresi yang dipakai dalam
penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai
parametrik yang sah terlebih dahulu akan
dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang
meliputi  uji  normalitas, = multikolinearitas,
autokolerasi dan heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan regresi
berganda. Untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini, digunakan metode regresi linear
berganda, koefisien determinasi (R?), dan uji
signifikansi parameter individual / parsial (Uji
statistik t).
Model yang digunakan untuk menguji pengaruh
variabel-variabel independen terhadap tingkat
pengungkapan PSAK berbasis IFRS dalam
penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
JPPI = a +31IND DIR + R3AUDCOM +
RALNASET + R5ROA + R6LEV + R7OWCOM +
R8FRGN + RIINS + e

Keterangan:

JPPI : Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis
IFRS

a : Konstanta

R . Koefisien regresi

IND DIR : Proporsi Komisaris Independen

AUDCOM : Jumlah Komite Audit

LNASET : Ukuran Perusahaan

ROA : Tingkat Profitabilitas

LEV : Tingkat Leverage

OWCOM : Kosentrasi Kepemilikan

FRGN : Kepemilikan saham oleh pihak
asing

INS : Kepemilikan saham oleh pihak
institusional
e . Error term

HASIL DAN DISKUSI

1. Data Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran
umum tentang objek penelitian yang dijadikan
sampel. Penjelasan data melalui statistik deskriptif
diharapkan memberikan gambaran awal tentang
masalah yang diteliti.  Statistik  deskriptif
difokuskan kepada nilai maximum, minimum,
rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik
deskriptif dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.4
Statistik Deskriptif Tahun 2011-2012

Descriptive Statistics

N Min Max Mean Std Def

Jumlah Peng. 124 61.25 96.67| 80.3381 7.74104
PSAK Berbasis

IFRS

Komisaris 124 20.00f 80.00f 37.1599 9.57662
Independen

Komite Audit 124 40 100 63.06 10.529

Konsentrasi 124 | 43.62| 98.96 74.0358| 15.92907
Kepemilikan
Kepemilikan 124 .85] 98.96] 54.4696| 27.86584
Saham Asing

Kepemilikan 124 1.25| 98.96] 72.4626] 20.05205
Saham

Institusional
Ukuran 124 | 23.19] 32.84| 28.1591 1.64654]
Perusahaan
Tingkat 124 | -75.58 56.35 8.4798| 15.42370

Profitabilitas
Tingkat Hutang| 124 3.95| 297.85| 51.6076] 42.35283

Valid N 124
(listwise)

Sumber: data olah SPSS versi 17.0

2. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis
a. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen
Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK
berbasis IFRS
Dari hasil pengujian hipotesis diindikasikan
bahwa proporsi komisaris independen
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada
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perusahaan manufaktur tahun 2011 — 2012. Hal ini
berarti  besar kecilnya jumlah komisaris
independen tidak menjamin luasnya
pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada
perusahaan.

Peran komisaris independen dipandang
sebagai mekanisme untuk mengawasi dan
mengendalikan manajemen atau direktur untuk
melindungi kepentingan pemegang saham. Sesuai
dengan teori agensi, komisaris independen akan
menjembatani koflik antara pemegang saham
dengan pengelola perusahaan yaitu dewan
direktur. Salah satunya adalah mengawasi
manajemen dengan memberikan pengungkapan
yang luas tentang perusahaan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.

Menurut Sutedi (2011) dalam praktiknya,
sebagian perusahaan di Indonesia telah memenuhi
ketentuan dengan memilih komisaris independen
sesuai dengan kriteria dan semangat independensi
yang diharapkan. Di lain pihak, masih banyak
perusahaan yang memiliki komisaris independen
yang dipertanyakan Kkriteria dan semangat
independensinya. Lebih lanjut, menurut Sutedi
(2011) proporsi komisaris independen yang hanya
30% dibandingkan dengan jumlah dewan
komisaris tidak secara signifikan mempengaruhi
keseluruhan  kebijakan  dewan  komisaris.
Nuryaman  (2009) menemukan lemahnya
hubungan komposisi dewan komisaris dengan
pengungkapan sukarela dapat disebabkan oleh:
rendahnya komposisi komisaris independen dan
masih  banyak emiten yang menempatkan
komisaris independen yang tidak kompeten pada
bidang akuntansi dan keuangan. Ini berarti,
komisaris independen tidak berperan dalam
menentukan jumlah pengungkapan di Indonesia.

Hasil temuan ini tidak mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Haniffa & Cooke (2000) yang
menemukan keterkaitan antara jumlah komisaris
independen dengan jumlah pengungkapan di
Malaysia. Hasil temuan ini juga tidak mendukung
penelitian Verriest et al (2011) dan Samaha et al
(2012) yang menemukan hubungan positif antara
jumlah komisaris independen dengan tingkat
pengungkapan. Namun, hasil penelitian ini
mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Prawinandi dkk (2012) dan Utami Dkk (2012)
yang menemukan bahwa proporsi komisaris
independen  tidak  mempengaruhi  jumlah
pengungkapan konvergensi IFRS di Indonesia.

b. Pengaruh Komite Audit Terhadap Jumlah

Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk komite
audit, dapat disimpulkan bahwa komite audit
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada
perusahaan manufaktur tahun 2011 — 2012. Hal ini
berarti besar kecilnya jumlah komite audit tidak
menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis
IFRS pada perusahaan.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris
dengan fungsi membantu dewan komisaris dalam
meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan,
pelaksanaan audit internal dan eksternal dan
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian dewan komisaris (Sutedi, 2011).
Keberadaan komite audit dihubungkan dengan
pelaporan keuangan yang dipercaya, seperti
mengurangi  kesalahan, iregularitas  dan
faktor-faktor yang  menyebabkan laporan
keuangan kurang dipercaya. Komite audit adalah
mekanisme  penting  untuk  meningkatkan
transparansi  perusahaan dan  mendorong
manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak
informasi kepada publik.

Mujiyono & Nany (2010) menemukan bahwa
jumlah pengungkapan CSR tidak berhubungan
dengan jumlah komite audit. Hal ini dapat
disebabkan karena kinerja yang kurang baik dari
seluruh anggota komite audit dalam melaksanakan
tugasnya. Kent & Stewart (2008) menemukan
bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap
jumlah pengungkapan IFRS pada perusahaan
Australia. Alasannya dikarenakan komite audit
memiliki keahlian yang kurang dalam bidang
akuntansi, sehingga ketergantungan terhadap
auditor eksternal semakin besar. Lebih lanjut,
jumlah komite audit yang kecil cenderung
meningkatkan kebutuhan akan peran auditor
eksternal untuk meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan perusahaan.
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Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012)
yang menemukan bahwa jumlah komite audit
tidak berhubungan dengan tingkat pengungkapan
PSAK konvergensi IFRS di perusahaan Indonesia.
Samaha et al (2012) juga menemukan bahwa
jumlah komite audit tidak berhubungan dengan
tingkat pengungkapan sukarela di perusahaan di
Mesir. Hasil penelitian ini tidak mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2010) yang
menunjukkan tingkat pengungkapan sukarela
berhubungan positif dengan jumlah komite audit.

c. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap
Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk
konsentrasi  kepemilikan, dapat disimpulkan
bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh
negatif tidak signifikan terhadap jumlah
pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada
perusahaan manufaktur tahun 2011 — 2012. Hal ini
berarti besar kecilnya jumlah konsentrasi
kepemilikan tidak menjamin luasnya
pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada
perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan banyak ditemukan
di negara-negara dengan ekonomi bertumbuh
seperti di Indonesia. Sebaliknya di negara-negara
Anglo Saxon, seperti di Inggris dan Amerika,
struktur kepemilikan sangat menyebar (La Porta et
al, 1998).  Struktur  kepemilikan  yang
terkonsentrasi  kepada  beberapa  pemilik
menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan
pada  suatu pihak tertentu, sehingga
memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara
pemilik, pengawas dan direktur perusahaan
(Sutedi, 2011). Konsentrasi kepemilikan akan
mendorong pemilik saham terbesar cenderung
kurang independen dalam transparansi dan
pengungkapan informasi. Hal ini dikarenakan,
mereka dapat memperoleh langsung informasi
dengan cara informal langsung ke perusahaan
(Jieng at al dalam Yuen et al, 2009).

Konsentrasi kepemilikan yang besar dapat
menurunkan jumlah pengungkapan yang diberikan
perusahaan. Hal ini dikarenakan, pemegang saham
pengendali dapat mengakses informasi yang
diperlukan secara langsung ke perusahaan tanpa
melalui laporan keuangan dan laporan tahunan.
Selain itu beberapa informasi penting sengaja

ditahan oleh manajemen dan atau pemegang
saham mayoritas untuk menghindari
dimanfaatkannya informasi tersebut oleh para
pesaing perusahaan (Nuryaman, 2009). Pemegang
saham  mayoritas tidak tertarik  dengan
pengungkapan yang tersedia di laporan tahunan
perusahaan. Hal ini  menunjukkan bahwa
konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi
besar kecilnya jumlah pengungkapan di Indonesia.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Barako (2007)
yang menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan
berhubungan positif dengan jumlah pengungkapan
sukarela di Kenya. Hasil penelitian ini juga tidak
mendukung penelitian yang dilakukan Nuryaman
(2009) yang menemukan hubungan positif dengan
rata-rata rendah antara pengungkapan sukarela dan
konsentrasi kepemilikan di Indonesia.

d. Pengaruh  Kepemilikan Saham Asing
Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK
berbasis IFRS
Dari hasil pengujian hipotesis untuk

kepemilikan saham oleh pihak asing, dapat

disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak
asing berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis

IFRS pada perusahaan manufaktur tahun

2011-2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah

kepemilikan saham oleh pihak asing tidak

menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis

IFRS pada perusahaan.

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah
saham yang dimiliki oleh individu maupun
lembaga asing atau luar negeri pada saham
perusahaan di Indonesia. Kepemilikan oleh pihak
asing dianggap dapat meningkatkan jumlah
pengungkapan dikarenakan kebutuhan yang besar
dari pemilik asing untuk mengawasi manajemen.
Perusahaan dengan kepemilikan saham asing
biasanya akan menghadapi masalah asimetri
informasi karena hambatan geografis ataupun
kendala bahasa. Sehingga perusahaan dengan
kepemilikan saham asing yang besar akan lebih
memperhatikan jumlah pengungkapan informasi
dalam laporan tahunannya.

Hasil  statistik ~ menunjukkan  bahwa
kepemilikan saham asing berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan
PSAK berbasis IFRS. Hal ini dapat disebabkan
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karena pemilik asing beranggapan bahwa
Indonesia telah mengadopsi IFRS secara bertahap
dan implementasi penuh telah dilakukan pada
tahun 2012. Sehingga tidak diperlukan lagi
pengawasan mengenai jumlah pengungkapan
PSAK berbasis IFRS.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Lopes & Rodrigues
(2010) yang menemukan bahwa  status
internasional perusahaan akan meningkatkan
jumlah pengungkapan IAS. Begitu juga dengan
penelitian yang dilakukan Barako (2007) yang
menemukan kepemilikan asing berpengaruh
terhadap jumlah pengungkapan sukarela di Kenya.

e. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional
Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK
berbasis IFRS
Dari hasil pengujian hipotesis untuk

kepemilikan saham oleh pihak institusional, dapat

disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak
institusional berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis

IFRS pada perusahaan manufaktur tahun

2011-2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah

kepemilikan saham oleh pihak institusional tidak

menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis

IFRS pada perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan
kepemilikan saham oleh investor institusional
yang merupakan pihak luar perusahaan. Umumnya
kepemilikan institusional dimiliki oleh para
pemegang saham besar. Dengan kepemilikan
saham yang besar, investor institusional memiliki
insentif yang kuat untuk memantau praktik
pengungkapan perusahaan. Dengan demikian,
manajer dapat mengungkapkan secara sukarela
informasi untuk memenuhi harapan investor
institusional.

Hasil  statistik ~ menunjukkan  bahwa
kepemilikan saham oleh pihak institusional
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Ini
berarti, kepemilikan institusional tidak
mempengaruhi  jumlah pengungkapan PSAK
berbasis IFRS. Pengungkapan PSAK berbasis
IFRS adalah pengungkapan mandatory atau

pengungkapan wajib yang diatur Bapepam.
Investor institusional menganggap perusahaan
telah sepenuhnya memenuhi aturan pengungkapan
Bapepam, sehingga tidak diperlukan pengawasan
lain. Bagaimanapun, perusahaan akan berupaya
untuk memenuhi regulasi Bapepam untuk
menghindari sanksi.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Anggraini (2011) yang
menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak
berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah
pengungkapan CSR di perusahaan non-keuangan
di Indonesia. Namun, penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang dilakukan Utami
(2011) yang menemukan bahwa kepemilikan
institusional  berpengaruh  positif  signifikan
terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS
di perusahaan Indonesia.

f. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap
Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk ukuran
perusahaan, dapat disimpulkan bahwa ukuran
perusahaan  berpengaruh  positif  signifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis
IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011 —
2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah ukuran
perusahaan menjamin luasnya pengungkapan
PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar
cenderung berhubungan dengan pemangku
kepentingan yang beragam. Oleh karena itu,
perusahaan berupaya menyediakan
informasi-informasi yang membantu mereka
dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut sesuai
dengan teori biaya politik (political cost theory),
perusahaan dengan ukuran besar memiliki biaya
politik yang tinggi, sehingga diharapkan untuk
memberikan pengungkapan informasi yang lebih
banyak (Lopes & Rodrigues, 2010).

Perusahaan yang besar memiliki pemangku
kepentingan yang beragam dengan jenis, jumlah
dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk itu
perusahaan dengan ukuran besar berupaya
memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
pemangku kepentingan dalam pengambilan
keputusan. Lebih lanjut, perusahaan besar
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memiliki pemegang saham dengan jumlah
kepemilikan saham yang besar. Untuk mengurangi
biaya keagenan perusahaan dan informasi
asimetris, manajemen perusahaan berupaya
menyediakan  informasi  yang = memadai.
Perusahaan besar juga cenderung memiliki jumlah
dan nilai aset yang besar, yang juga berarti
memiliki banyak akun, sehingga banyak item-item
pengungkapan yang dapat dipenuhi perusahaan.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fekete et al yang menemukan
hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan
tingkat kesesuain pengungkapan IFRS di
Hungaria. Namun, hasil penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang dilakukan Omar
(2012) yang menemukan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap
tingkat pengungkapan IFRS di perusahaan
terdaftar di Bahrain.

g. Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap
Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk tingkat
profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat
profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis
IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011 —
2012. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat
profitabilitas tidak menjamin luasnya
pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada
perusahaan.

Menurut teori sinyal (signalling theory),
informasi dalam laporan keuangan dapat
mengirimkan sinyal ke pasar (Ross, 1977).
Tingkat profitabilitas memberikan informasi
mengenai kemampuan dalam menghasilkan laba.
Oleh karena itu, tingkat laba yang baik akan
direspon positif oleh pasar, begitu juga sebaliknya.
Dengan meningkatnya profitabilitas, perusahaan
akan  mendapatkan kesempatan  untuk
mendapatkan sumber pendanaan tambahan dari
investor. Sumber pendanaan yang bertambah
berarti meningkatkan jumlah dan jenis pemangku
kepentingan dalam perusahaan. Untuk itu,
perusahaan  perlu  memperhatikan  jumlah
pengungkapan informasi yang dilakukannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
profitabilitas berpengaruh negatif tidak ignifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis
IFRS. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Zulaikha
(2012) yang menemukan bahwa profitabilitas
memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan
terhadap pengungkapan CG dalam laporan
tahunan. Ketika perusahaan mengalami penurunan
profitabilitas, perusahaan akan cenderung
memberikan informasi lebih pada pengungkapan.
Hal ini dilakukan untuk menghadapi tekanan pasar
dan meyakinkan pasar akan kinerja perusahaan
pada periode mendatang (Kusumawati, 2007).

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Utami (2012) dan Prawinandi
(2012) yang menemukan bahwa tingkat
profitabilitas  tidak signifikan  berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan konvergensi IFRS
di Indonesia. Begitu juga dengan penelitian yang
Al Mutawaa (2010) dan Omar (2012) yang
menemukan tidak signifikannya variabel tingkat
profitabilitas terhadap jumlah pengungkapan IFRS
di Kuwait dan Bahrain.

h. Pengaruh Tingkat Leverage Terhadap Jumlah
Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk tingkat
leverage, dapat disimpulkan bahwa tingkat
leverage berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis
IFRS pada perusahaan manufaktur tahun
2011-2012. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat
leverage tidak menjamin luasnya pengungkapan
PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Leverage merupakan proporsi penggunaan
hutang vyang digunakan perusahaan untuk
membiayai investasinya. Perusahaan dengan
tingkat leverage yang tinggi  cenderung
mengungkapkan informasi lebih banyak dalam
laporan tahunannya. Hal ini perlu dilakukan agar
perusahaan dapat meningkatkan kesempatan untuk
memperoleh dana dari institusi lainnya dan
meningkatkan  kepercayaan  kreditur  dan
pemangku kepentingan lainnya akan kemampuan
perusahaan.

Mujiyono & Nany (2010) menemukan tidak
adanya pengaruh leverage terhadap luas
pengungkapan sukarela dapat disebabkan baik
kreditur maupun investor kurang memperhatikan
kualitas leverage perusahaan, sehingga kurang
mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Al
Mutawaa (2010) menemukan bahwa tingkat
leverage berhubungan negatif tidak signifikan
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dengan  tingkat pengungkapan. Hal ini
dikarenakan, institusi keuangan seperti bank tidak
mengandalkan laporan keuangan yang diterbitkan
perusahaan, tapi memperoleh langsung informasi
langsung kedalam perusahaan. Kemudian Natalia
dan Zulaikha (2012) menemukan bahwa leverage
memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan
terhadap pengungkapan CG dalam laporan
tahunan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan
tingkat leverage yang tinggi mempunyai tingkat
resiko yang tinggi pula. Oleh karena itu mereka
akan mengurangi tingkat pengungkapan yang
diberikan.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Fekete (2008), Omar (2012)
dan Utami (2012) yang tidak menemukan
hubungan tingkat leverage dengan tingkat
pengungkapan IFRS di Hungaria, Bahrain dan di
Indonesia.

3. Diskusi Hasil Pembahasan

Hasil hipotesis dari uji statistik menunjukkan
bahwa variabel independen serta beberapa variabel
kontrol tidak mempengaruhi jumlah
pengungkapan PSAK berbasis IFRS di Indonesia.
Pengungkapan PSAK berbasis IFRS merupakan
pengungkapan yang bersifat wajib
(mandatory),sehingga perusahaan akan berupaya
memenuhi  regulasi yang ditetapkan oleh
Bapepam-LK. Tetapi  belum  penuhnya
pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang
diberikan perusahaan menunjukkan bahwa peran
tata kelola perusahaan belum maksimal. Struktur
tata kelola perusahaan belum mampu mendorong
perusahaan untuk menerapkan PSAK berbasis
IFRS dan mengungkapkannya secara penuh.

Penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia
mengalami beberapa kendala (Lukviarman, 2007).
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini,
diantaranya yaitu: sistem hukum yang dianut dan
pengaruh budaya Indonesia. Sistem hukum
berkaitan dengan masalah kondusifnya iklim
berusaha dan menyangkut pelaksanaan dan
kepastian hukum di Indonesia. Sedangkan budaya
masyarakat Indonesia mempengaruhi prilaku
bagaimana tata kelola dijalankan. Dua kendala ini
menyebabkan tata kelola perusahaan di Indonesia

menjadi  kurang efektif dalam fungsi dan
pelaksanaanya.

Studi yang dilakukan La Porta (1998)
menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di
Indonesia menganut pola Continental European
System. Walaupun sistem tata kelola perusahaan
Indonesia adalah kontinental Eropa, namun
penerapan tata kelolanya berbeda secara
signifikan. Dalam sebuah survei di sembilan
negara di Asia, Indonesia berada di peringkat
terakhir dalam masalah kondusifnya iklim
berusaha, terutama menyangkut pelaksanaan dan
kepastian hukum. Dibanding Filipina yang juga
menganut sistem perundangan the French
Civil-Law Tradition, peringkat Indonesia lebih
rendah (La Porta 1998 dan CLSA 2001 dalam
Lukviarman, 2007). Ini menunjukkan masalah
hukum tidak hanya menjadi faktor yang
mempengaruhi efektifitas tata kelola perusahaan di
Indonesia (Lukviarman, 2007).

Indonesia sudah memiliki perangkat hukum
yang cukup ditinjau dari sudut legal-formalnya,
namun pelaksanaan taat hukum masih menjadi
masalah klasik yang harus dihadapi. Menurut
Tabulajan (2002) dalam Lukviarman (2007),
Indonesia membutuhkan perubahan mendasar
dalam budaya atau legal culture untuk membentuk
masyarakat yang taat hukum dan asas, sehingga
perangkat dan institusi hukum yang dibentuk dapat
berfungsi. Lebih lanjut, Lukviarman (2007)
menyatakan bahwa nilai budaya tradisional
menjadi aturan yang dominan dibandingkan aturan
hukum yang bersifat legal-formal.

Pengaruh nilai-nilai informal dibanding
aturan legal-formal tidak memberikan dampak
negatif jika didasarkan pada prinsip moral yang
jelas. Bagaimapun nilai-nilai informal juga
bertujuan untuk kebaikan masyarakat banyak.
Aturan legal-formal dan nilai-nilai informal, pada
dasarnya mempunyai tujuan yang baik dan benar,
namun penyimpangan terjadi di dalam praktiknya
(Lukviarman, 2007). Sikap opportunistik dari
banyak pelaku bisnis mengakibatkan mereka
memanfaatkan peluang yang menguntungkan saja
dan merugikan pihak lainnya. Bagaimanapun, tata
kelola perusahaan adalah sistem yang mengelola
dan mengendalikan perusahaan. Jika individu
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yang berada dalam mekanisme tata kelola
perusahaan tidak menunjukkan prilaku baik,
pengelolaan dan pengendalian perusahaan juga
terkena dampaknya.

Pengaruh struktur hukum dan budaya menjadi
kendala dalam penerapan tata kelola perusahaan di
Indonesia.  Struktur ~ hukum  menyangkut
pelaksanaan dan kepastian hukum yang dijalankan
di Indonesia, sedangkan budaya mempengaruhi
bagaimana praktik tata kelola perusahaan
dijalankan. Dua faktor ini mempengaruhi
penerapan tata kelola perusahaan yang dampaknya
dapat dilihat dari jumlah pengungkapan informasi
yang diberikan perusahaan.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

a. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan
bahwa jumlan pengungkapan PSAK berbasis
IFRS memiliki nilai rata-rata sebesar 80.33%,
yang mana jumlah ini lebih baik dibandingkan
beberapa negara lainnya, seperti di negara
Uganda (34%) (Sejjaka, 2003), Hungaria (62%)
(Fekete et al, 2008), Kuwait (69%) (Al
Mutawaa, 2010), dan Yunani (80%)
(Tsalavoutas, 2010).

b. Dari hasil analisis yang dilakukan untuk setiap
PSAK berbasis IFRS yang diteliti ditemukan
bahwa: jumlah pengungkapan tertinggi adalah
PSAK 14 sebesar 88.1%, kemudian jumlah
pengungkapan PSAK 13 sebesar 78.12%,
jumlah pengungkapan PSAK 30 sebesar
76.96%, dan jumlah pengungkapan PSAK 16
sebesar 75.64%.

c. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS
dipengaruhi oleh proporsi komisaris independen
sebesar B -0.081 dengan signifikansi 0.292,
komite audit memiliki B -0.008 dengan
signifikansi  0.905, konsentrasi kepemilikan
memiliki B -0.131 dengan signifikansi 0.081,
kepemilikan saham oleh pihak asing memiliki B
-0.009 dengan signifikansi 0.813, kepemilikan
saham oleh pihak institusional dengan B 0.039
dan signifikansi 0.529, ukuran perusahaan
dengan B 0.987 dan signifikansi 0.042, tingkat
profitabilitas dengan B -0.040 dan signifikansi
0.415, dan tingkat leverage dengan B 0.020
dengan signifikansi 0.243. Dari nilai ini dapat
dilihat bahwa: variabel independen, vyaitu:

proporsi komisaris independen, jumlah komite
audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan
oleh pihak asing dan kepemilikan oleh investor
institusional  berpengaruh tidak signifikan
terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis
IFRS. Begitu juga, dengan variabel kontrol:
tingkat profitabilitas dan tingkat leverage
terbukti tidak signifikan berpengaruh terhadap
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS.
Sedangkan variabel kontrol mengenai ukuran
perusahaan terbukti  berpengaruh  positif
signifikan terhadap jumlah pengungkapan
PSAK berbasis IFRS.

d. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa
jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS
paling besar dipengaruhi oleh ukuran
perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar
memiliki  pemangku  kepentingan  yang
berbeda-beda, sehingga perusahaan berupaya
memenuhi informasi melalui pengungkapan
yang tinggi. Selain itu perusahaan besar
memiliki jumlah dan nilai aset yang juga besar,
sehingga memiliki banyak akun yang harus
diungkapkan.

2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat
berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan
tersebut adalah sebagai berikut:

a.  hasil perhitungan regresi linier dalam
penelitian ini menunjukkan R? = 0.136
yang berarti cukup rendah.

b. penelitian ini hanya menggunakan
perusahaan manufaktur, sehingga hasil
penelitian tidak dapat digeneralisasi
untuk semua perusahaan.

3. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan  manufaktur  seharusnya
mengungkapkan item-item
pengungkapan yang disyaratkan PSAK
berbasis IFRS dengan lebih luas untuk
menyediakan informasi yang lebih baik
kepada pemangku kepentingan.

2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat
menambahkan variabel lain yang dapat
mewakili tata kelola perusahaan, seperti
jumlah direktur, jumlah rapat dewan
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direktur dan komite audit, proporsi
komisaris  perempuan,  kepemilikan
manajemen, kepemilikan pemerintah,
kepemilikan keluarga, dan jenis auditor
yang berperan dalam mempengaruhi
kelengkapan  pengungkapan laporan
tahunan perusahaan. Lebih lanjut, untuk
memperoleh penelitian yang lebih baik,

sebaiknya penelitian berikutnya
memperluas sampel penelitian yang lebih
luas.

3. Jumlah pengungkapan yang diteliti hanya
menggunakan data dari laporan keuangan
dan catatan atas laporan keuangan
perusahaan saja. Akan lebih baik jika
peneliti selanjutnya dapat memperoleh
data  primer  perusahaan,  untuk
menentukan jumlah pengungkapan.
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